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MOTTO 

“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum sehingga mereka 

mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri.”  

(Q.S Ar-Ra’d: 11) 

 

" Everything will be fine, as along you believe in Allah SWT, and believe in 

yourself " 
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ABSTRAK 

 

 Waarmerking merupakan akta dibawah tangan yang didaftarkan untuk 

diberikan tanggal yang pasti. Pasal 15 ayat (2) ayat b UUJN menyatakan bahwa 

Notaris berwenang membukukan surat di bawah tangan, dengan mendaftar dalam 

buku khusus. Kelemahannya adalah notaris tidak mengetahui isi surat di bawah 

tangan tersebut, notaris hanya berwenang untuk mendaftarkan surat tersebut tanpa 

melihat atau meminta keterangan yang jelas untuk isi surat tersebut. Sehingga 

dalam praktiknya banyak Notaris yang terjerat permasalahan hukum, yang mana 

Notaris seringkali dipanggil sebagai saksi, bahkan menjadi tergugat dalam perkara 

hukum. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yakni hukum normatif, yang 

merupakan jenis penelitian kepustakaan yang memfokuskan pada studi dokumen. 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tanggung jawab notaris dan 

perlindungan notaris terhadap waarmerking akta dibawah tangan. Hasil penelitian 

menunjukkan beberapa aspek tanggung jawab notaris terhadap akta dibawah 

tangan. Pertama, kekuatan pembuktian akta dibawah tangan yang diwaarmeking 

oleh notaris tidak sebanding dengan akta otentik, karena kekuatan pembuktian 

terletak pada tanda tangan yang diakui oleh para pihak. Kedua, notaris tidak 

bertanggung jawab terhadap isi surat dan tanda tangan para pihak dalam 

waarmerking di pengadilan, hanya fokus pada kepastian tanggal pembuatan surat. 

Selanjutnya, notaris memiliki tanggung jawab terhadap pencatatan dan 

penyimpanan akta, serta prosedur pengamanan, seperti meminta fotokopi KTP dari 

pihak terlibat. Perlindungan notaris dalam konteks waarmerking terlihat melalui 

kehadiran Majelis Kehormatan Notaris dan hak ingkar, yang memungkinkan notaris 

dibebaskan dari kewajiban memberi keterangan sebagai saksi untuk menjaga 

kerahasiaan isi akta. Pengecekan identitas pihak dianggap sebagai langkah 

preventif notaris dalam melindungi diri dari keterlibatan dalam transaksi melanggar 

hukum. Dalam konteks hukum Islam, notaris dituntut untuk menegakkan keadilan, 

melindungi hak masyarakat, menolak praktik yang bertentangan dengan syariat, 

dan menjunjung tinggi nilai kejujuran dan integritas. 

Kata Kunci : Notaris, Tanggung Jawab, Perlindungan Hukum, Waarmerking 
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ABSTRACT 

 

 Waarmerking is a private deed that is registered to be given a definite date. 

Article 15 paragraph (2) paragraph b UUJN states that a Notary has the authority 

to record documents privately, by registering them in a special book. The weakness 

is that the notary does not know the contents of the private letter, the notary is only 

authorized to register the letter without seeing or asking for clear information 

regarding the contents of the letter. So in practice, many Notaries are caught in 

legal problems, where Notaries are often called as witnesses, or even defendants in 

legal cases. This research is qualitative research, namely normative law, which is a 

type of library research that focuses on document study. The purpose of this 

research is to determine the responsibilities of notaries and the notary's protection 

against misrepresentation of deeds. The research results show several aspects of the 

notary's responsibility for private deeds. First, the evidentiary power of a private 

deed certified by a notary is not comparable to an authentic deed, because the 

evidentiary power lies in the signatures acknowledged by the parties. Second, the 

notary is not responsible for the contents of the letter and the signatures of the 

parties in waarmerking in court, only focusing on ensuring the date the letter was 

made. Furthermore, the notary has responsibility for recording and storing deeds, 

as well as security procedures, such as requesting photocopies of KTPs from the 

parties involved. Notary protection in the context of waarmerking can be seen 

through the presence of the Notary Honorary Council and the right of disapproval, 

which allows the notary to be freed from the obligation to provide information as a 

witness to maintain the confidentiality of the contents of the deed. Checking the 

identity of parties is considered a preventive measure by notaries in protecting 

themselves from involvement in unlawful transactions. In the context of Islamic law, 

notaries are required to uphold justice, protect people's rights, reject practices that 

conflict with sharia, and uphold the values of honesty and integrity. 

 

Keywords: Notary, Responsibility, Legal Protection, Waarmerking 


